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i Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014
 KATA PENGANTAR
 Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2014 ini dapat tersusun tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun
 yang akan datang. Laporan Tahunan ini berisi pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 yang mengacu pada tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2014 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan strategis/ penting yang berhasil dilaksanakan dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah 1) Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian sebesar 65.02 (BAIK). 2) Terbitnya Dokumen Penetapan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014. 3) Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian 9 (Sembilan) Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dan 3 (Tiga) Jabatan Atase Peranian. 4) Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2014 untuk 690 Formasi Pegawai. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan kami. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ttd Ir. Winarhadi, MM Nip. 19550826 198303 1 001
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 BAB I
 PENDAHULUAN
 I.1. Latar Belakang
 Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan sumber devisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan pakan, sumber bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat. Sedangkan, peranan tidak langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional yaitu melalui efek ganda (multiplier effect) berupa keterkaitan input-output antar industri, konsumsi danb investasi. Dengan demikian, pembangunan pertanian dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
 Salah satu arah kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian. Arah kebijakan ini dilatarbelakangi bahwa pemerintahan yang baik dan bersih mutlak diperlukan untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian jangka panjang, yaitu “Terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani”. Pemerintah yang berpihak kepada petani dan pertanian diwujudkan melalui kebijakan fiskal, moneter dan perdagangan yang berpihak untuk mendukung pembangunan pertanian. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu bersih (clean), berkemampuan (competent), memberikan hasil positif (credibel) dan secara publik dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Kenyataan menunjukkan masih ditemukannya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Pertanian selama ini seperti praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan masyarakat, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang belum optimal, tingkat trasparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah, dan tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah, sehingga tujuan pembangunan pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Bertolak dari kondisi tersebut diatas, Kementerian Pertanian berupaya menata sistem administrasi dan manajemen guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan membangun aparatur Kementerian Pertanian yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
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 I.2. Tujuan Penyusunan
 Tujuan penyusunan Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014 ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh kegiatan pada unit kerja di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian meliputi; Bagian Organisasi, Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi, Bagian Perencanaan Pegawai, Bagian Mutasi, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Laporan tahunan ini akan disusun dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing unit kerja lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 I.3. Ruang Lingkup
 Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014 ini memuat informasi mengenai; 1) Kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang Kelembagaan,
 Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian 2) Perencanaan Strategis Biro 3) Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 4) Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Pengelolaan Anggaran 6) Permasalahan dan Tindak Lanjut
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 BAB II
 PERENCANAAN STRATEGIS II.1. Arah Kebijakan
 Dalam rangka pembangunan SDM aparatur pertanian dalam era reformasi birokrasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan pertanian pada khususnya.
 Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang baru saja telah disempurnakan kembali dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah.
 Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi BirokrasiNasional 2010-2014, yang mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian.
 II.2. Tugas Pokok dan Fungsi
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi pegawai.
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional serta
 pengembangan budaya kerja b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai
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 d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian, dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri dari: a. Bagian Organisasi b. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai d. Bagian Mutasi e. Kelompok Jabatan Fungsional
 Selain itu, Biro Organisasi dan Kepegawaian juga melakukan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan sebagian besar merupakan penyelenggaraan mental agama pegawai, pembinaan jasmani pegawai, pembinaan kesejahteraan pegawai,dll.
 II.3. Visi
 “Menjadi Agen Pembaharu (The Development Agent) dalam mewujudkan kelembagaan,
 ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, efektif, efisien, dan
 amanah”.
 II.4. Misi
 Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian: 1. Mewujudkan kelembagaan birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi
 yang jelas, serta sesuai dengan beban tugasnya. 2. Mengupayakan terciptanya tertib administrasi pembangunan pertanian berdasarkan
 prinsip-prinsip manajemen moderen. 3. Membudayakan pelayanan yang prima kepada stakeholders (pelaku pembangunan
 pertanian). 4. Mewujdkan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang professional, bersih dan
 berwibawa serta sejahtera. 5. Mengupayakan terciptanya tertib pelayanan administrasi kepegawaian.
 II.5. Tujuan
 Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi dan Kepegawaian: 1. Mewujudkan organisasi birokrasi pertanian (Kementan, UPT Kementan, Dinas/Lembaga
 Teknis Daerah) yang proporsional. 2. Mewujudkan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) yang dapat mendukung
 pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pertanian secara
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 efetif dan efisien, tertib dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) di bidang pertanian.
 3. Meningkatkan mutu pelayanan public di bidang pertanian (pelayanan prima kepada stakeholders).
 4. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 5. meningkatkan mutu penyelemggaraan otonomi daerah di bidang pertanian oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
 6. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia aparatur pertanian. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
 II.6. Sasaran Strategis
 Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya organisasi birokrasi pertanian dengan visi, misi, tugas dan fungsi yang jelas
 dan dengan struktur yang proporsional dengan beban tugasnya. 2. Terwujudnya profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional. 3. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja
 pelayanan publik bidang pertanian, dan budaya kerja. 4. Terwujudnya sistem, prosedur dan tata kerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi
 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta reformasi birokrasi. 5. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan
 pegawai. 6. Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang administrasi kepegawaian (pengangkatan,
 kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan mutasi lainnya). 7. Meningkatnya kualitas pembinaan pegawai melalui organisasi kedinasan.
 II.7. Strategi
 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut: a. Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi guna
 memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan beban tugasnya.
 b. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup Deptan dan dengan instansi terkait.
 c. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
 d. Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di bidang pertanian secara efektif dan efisien.
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 e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian.
 f. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih terkoordinasi antara instansi terkait (administrasi satu atap).
 II.8. Kegiatan
 Kegiatan-kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Kegiatan tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa output kegiatan, sub output kegiatan, hingga komponen kegiatan, Rincian dari penjabaran tersebut seperti pada Lampiran 1.
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 BAB III
 KONDISI DAN PERMASALAHAN PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, DAN KEPEGAWAIAN
 TAHUN 2014 Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementan Periode 2010 – 2014. Dalam rangka mengoptimalkan perannya dalam bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis Biro Periode Tahun 2010 – 2014. Kondisi dan permasalahan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian tahun 2014 dapat jabarkan sebagai berikut; III.1. Bagian Organisasi
 1) Penataan Kelembagaan
 Dinamika organisasi selalu terjadi seiring dengan dinamika lingkungan strategis dimana organisasi itu berada dalam rangka merespon pemenuhan kebutuhan stakeholder yang dilayaninya. Organisasi Kementerian Pertanian sebagai alat mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia harus tetap kompeten, profesional, dan handal. Untuk itu organisasi Kementerian Pertanian secara terus menerus dilakukan penataan, baik organisasi di Pusat maupun di daerah, khususnya agar terjadi tepat fungsi dan tepat besaran (rightsizing). Langkah-langkah yang akan dilakukan merupakan tindak lanjut dari 2 (dua) hal sebagai berikut: • Sebagai tindaklanjut dari 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi
 birokrasi, dan adanya Program Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV melalui inpassing ke dalam Jabatan Fungsional.
 • Sebagai tindaklanjut evaluasi organisasi tahun 2012/2014 diprioritaskan pada 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga. Untuk Tahun 2014 sedang di evaluasi 2 (dua) kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.
 UPT adalah unit organisasi operasional Kementerian Pertanian, bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian. Agar semakin mampu dalam melayani masyarakat maka tuntutan pengembangan kapasitasnya juga harus mendapat perhatian. Langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai Perpres 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagai berikut: • Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tugas UPT Eselon III dan IV (Balai/Loka/
 Stasiun) • Pemantauan dan evaluasi organisasi UPT Eselon II (Pusat/Balai Besar)
 SKPD Bidang Pertanian adalah mitra Kementerian Pertanian dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan pertanian. Untuk itu, maka pemantauan terhadap SKPD harus tetap dilakukan agar efektifitas dan kapasitas organisasinya dapat ditingkatkan.
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 Sebagai wadah evaluasi kinerja, curah pendapat dan saling mengenal tugas dan fungsi, serta penyelesaian permasalahan dari 160 (seratus enam puluh) UPT lingkup Kementerian Pertanian Sejalan dengan penataan organisasi Kementerian Pertanian tersebut agar program pembangunan pertanian dapat sejalan dan diterima serta sejalan dengan pelaksanaan pembangunan didaerah maka diperlukan pemantauan dan evaluasi kelembagaan daerah bidang pertanian agar organisasi dan tata kerjanya dapat selaras dan serasi dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan daerah bidang pertanian diharapkan mampu sebagai salah satu sumber referensi bagi pemerintah daerah dalam menyempunakan kelembagaan di bidang pertanian sehingga terjadinya pipeline yang jelas antara kelembagaan bidang pertanian di pusat dan daerah, dengan demikian akan menimbulkan sinergi program pembanguan pertanian secara nasional, sehingga semua daerah dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan pertanian secara nasional. Untuk itu Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina di bidang pertanian berkewajiban memberikan saran pendapat tentang susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian. Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target – target kinerja output Penataan Kelembagaan ini adalah :
 - Penataan dan Penguatan Organisasi Kementerian Pertanian - Penataan dan Penguatan Organisasi UPT Kementerian Pertanian - Peningkatan Efektifitas Kelembagaan SKPD Bidang Pertanian - Forum Koordinasi UPT Kementerian Pertanian
 2) Pembinaan Jabatan Fungsional dan Budaya Kerja
 Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Melalui peraturan tersebut dijelaskan bahwa jabatan fungsional diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu, merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah atas kemampuan seseorang secara intelektual dan emosional.
 Untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Didalamnya dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, jabatan fungsional didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri namun fungsi dan tugas berkaitan satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan. Selain hal tersebut juga dijelaskan tentang pengelompokan jenis jabatan fungsional berdasarkan 25 (dua puluh lima) rumpun jabatan. Adapun jabatan fungsional bidang pertanian merupakan bagian dari Rumpun Ilmu Hayat.
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 Sehubungan implementasi jabatan fungsional memiliki cakupan luas di tingkat pusat dan daerah, maka keragaman persepsi dalam proses implementasi tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisir deviasi dalam proses implementasi, sekaligus meluruskan deviasi yang sudah terjadi, maka perlu dilaksanakan pemantauan dan monitoring yang berkesinambungan oleh instansi pembina. Dalam proses pemantauan dan monitoring, Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara akan dilibatkan sebagai instansi yang memiliki fungsi sebagai pembina Aparatur Negara. Diharapkan proses pemantauan dan monitoring akan meminimalisir hambatan yang dihadapi pemangku kepentingan dalam implementasi jabatan fungsional di daerah. Disisi lain, Salah satu tantangan besar lain dalam masyarakat yang sedang dihadapi saat ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dalam hal ini, organisasi sektor publik, memiliki peran penting dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang berkelanjutan di mana kualitas, biaya pelayanan publik yang efektif dan konsisten membantu untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, dengan merumuskan dan menerapkan kebijakan pemerintah yang konsisten dan kompatibel. Dengan kinerja yang berkualitas tinggi pelayanan publik yang berasal dari berbagai instansi pemerintah dapat ditingkatkan. Sebuah sistem manajemen mutu adalah cara di mana organisasi sektor publik dapat langsung dan mengontrol kegiatan-kegiatan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga. Secara umum, terdiri dari struktur organisasi, rencana, proses, sumber daya dan dokumentasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu, dan untuk menyediakan perbaikan berkelanjutan dari barang dan jasa yang disediakan. ISO
 9001:2008 “Sistem Manajemen Mutu " alat yang sangat baik untuk organisasi sektor publik untuk dapat memberikan keyakinan kepada semua warga bahwa kebutuhan dan harapan mereka sepenuhnya dipahami dan mampu dipenuhi secara konsisten dan tepat waktu. Dalam hal pengembangan budaya kerja ada tiga unsur penting yang saling berinteraksi yaitu nilai-nilai, institusi/ sistem kerja dan SDM aparatur negara, tentu saja disamping itu juga faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Semua unsur itu harus menjadi perhatian dalam menata budaya kerja, bermula dari pilihan nilai-nilai apa yang hendak dipakai sebagai acuan, kemudian diinternalisasikan dalam setiap pribadi aparatur negara dan diimplementasikan dalam setiap sistem, prosedur dan tatalaksana sehingga menghasilkan kinerja berupa produk atau jasa yang bermutu bagi peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai target – target kinerja output Pembinaan Jabatan Fungsional dan Budaya Kerja pada tahun anggaran 2014 maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Pedoman/ Juklak/ dan Juknis Jabfung RIHP - Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional RIH
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 - Forum Koordinasi Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian - Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian
 III.2. Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi
 1) Ketatalaksanaan
 Ketatalaksanaan merupakan metoda atau mekanisme bagi organisasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketatalaksanaan berfungsi menggerakkan roda-roda organisasi kearah yang diinginkan. Dalam paradigma baru yang berkembang saat ini maka ketatalaksanaan diartikan sebagai sarana untuk mendorong penguatan mutu pelayanan, pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur, peningkatan kinerja organisasi melalui pengembangan manajemen kinerja yang baik. Dalam bidang ketatalaksanaan, penataan pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik atau good governance, yang berorientasikan pada peningkatan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tertib, terarah, efektif, efisien dan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, tentunya setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian memerlukan pengaturan perangkat kerja, sistem kerja, kejelasan mekanisme dan tata kerja internal serta kejelasan pelaksanaan kegiatan untuk mendinamisasikan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai target – target kinerja output Ketatalaksanaan pada tahun anggaran 2014, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem, Prosedur, Tata Hubungan, dan Pembakuan Sarana Kerja
 - Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Fasilitasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pertanian - Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building
 2) Reformasi Birokrasi
 Upaya pemerintah untuk membangun dan mengembangakan kinerja birokrasi pemerintahan guna meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan tindakan yang serius dan bersungguh-sungguh. Mengingat berbagai macam program pemerintah yang dilakukan dalam dasawarsa ini (pasca Reformasi 1998) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, mewajibkan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek-aspek : a) Kelembagaan (organisasi)
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 b) Ketatalaksanaan (business process) c) Sumber daya manusia aparatur d) Pengawasan e) Akuntabilitas f) Pelayanan publik g) Pola pikir (mindset ) dan budaya kerja (culture set) Aparatur
 Program Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
 Dalam penerapan dan implementasinya secara sederhana Reformasi Birokrasi dapat dijabarkan dan didefenisikan sebagai :
 a) perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); b) perubahan paradigma dari penguasa menjadi pelayanan; c) mendahulukan peranan dari wewenang; d) tidak berpikir output, tetapi outcome; e) perubahan manajemen kinerja; dan f) pemantauan percontohan keberhasilan (best practices);
 Program-program Reformasi Birokrasi tingkat mikro (pada tingkat instansional pada masing-masing Kementerian/Lembaga) yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi, meliputi:
 a) Manajemen Perubahan b) Penataan Peraturan Perundang-undangan c) Penataan dan Penguatan Organisasi d) Penataan Tatalaksana e) Penataan Sistem Manajemen Aparatur f) Penguatan Pengawasan g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik i) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
 Untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2014 maka kegiatan reformasi birokrasi akan dilaksanakan dalam bentuk :
 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian - Bimbingan Teknis di Bidang Manajemen dalam rangka Reformasi Birokrasi
 3) Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
 Setiap satuan kerja pada instansi pemerintah diharuskan untuk menyusun sebuah perencanaan tentang program dan kegiatan apa yang akan mereka laksanakan pada suatu tahun secara komprehensif dan akuntable. Proses penjaringan aspirasi tentang kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan oleh suatu unit kerja merupakan salah satu bagian dari tata cara perumusan rencana kinerja tahunan. Kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada suatu tahun akan didokumentasikan pada suatu
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 dokumen yaitu Dokumen Penetapan Kinerja. Dokumen ini merupakan kontrak kinerja dari Kepala Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Implikasi yang signifikan dari peraturan ini adalah setiap unit kerja pemerintah berkewajiban untuk menyusun rencana kinerja tentang kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dengan mengacu kepada rencana strategis yang ada. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan – kegiatan yang ada di dalam rencana kinerja suatu satker, tidak semuanya akan direalisasikan. Ada suatu proses penelaahan yang memberikan beberapa pertimbangan, sehingga ada beberapa kegiatan yang akan ditunda pelaksanaannya. Untuk kegiatan – kegiatan yang tidak di tunda pelaksanaannya akan ditetapkan dalam sebuah Penetapan Kinerja yang menjadi kontrak kinerja kepala satker dengan kuasa pengguna anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah salah satu dokumen anggaran yang berisi alokasi dana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pada setiap pengajuan anggaran, setiap unit kerja harus melampirkan data-data pendukung dari kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap kegiatan. Kerangka Acuan Kerja dan Rencana anggaran Biaya akan menjadi sebuah dokumen yang memaparkan tentang konsep kegiatan secara rinci dan komprehensif yang akan dilaksanakan oleh suatu unit kerja. Penganggaran yang menjadi salah satu instrumen pengendalian pemerintah dalam prosesnya dibutuhkan suatu pembatasan sehingga kegiatan yang terlaksana dapat berjalan secara efesien dan efektif. Untuk mewujudkan suatu penganggaran yang efesien dan efektif maka diperlukan suatu penelaahan terhadap rencana kerja dan anggaran, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya pada tiap instansi pemerintah. Oleh sebab itu, Satuan Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian perlu menyusun dan menelaah rencana kerja dan anggaran serta seluruh data dukung pengalokasian anggaran yang ada, demi mewujudkan efisien dan efektif serta akuntable. Untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2014, maka kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi; - Penyusunan Rencana dan Penetapan Kinerja - Pengelolaan Anggaran - Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
 4) Kegiatan dan Pembinaan
 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di sektor pertanian yang diembankan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, maka Biro tersebut dalam struktur organisasinya dilengkapi dengan unit organisasi yaitu Tata Usaha Biro. Adapun peranan dari Tata Usaha Biro tersebut, antara lain: a) Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis administratif dan pelayanan untuk
 mendukung pencapaian tujuan Biro.
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 b) Memfasilitasi tersedianya keterangan dan informasi bagi pimpinan Biro, untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat.
 c) Melakukan Pembinaan, Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Organisasi ke UPT di Daerah
 d) Membantu kelancaran upaya peningkatan kinerja organisasi Biro. e) Menyusun pertanggungjawaban keuangan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian
 yang meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Mengingat banyak dan beragamnya kegiatan yang akan dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian serta diperlukannya keselarasan antar berbagai kegiatan tersebut, maka diperlukan adanya upaya Koordinasi dalam hal pembinaan dan pelaporan kinerja, agar berbagai kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat lebih bersinergi satu sama lain dalam kerangka perbaikan kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian secara keseluruhan. Karena kegiatan Koordinasi dalam hal pembinaan dan pelaporan kinerja tersebut bersifat lintas institusi (unit kerja) dan lintas kegiatan yang ada di lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian maupun lintas satuan kerja dan lintas instansi pemerintah, maka kegiatan ini sangat penting untuk diselenggarakan pada satuan kerja Biro Organisasi dan kepegawaian agar sistem birokrasi yang ada dapat berjalan secara dinamis dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan kegiatan “Ketatausahaan dan Pelaporan Kinerja dibidang Organisasi dan Kepegawaian”, Tata Usaha Biro akan lebih banyak berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan pembinaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Oleh karena itu fokus utama kegiatan ini akan lebih diarahkan pada koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Biro serta evaluasi kinerja Biro. Kegiatan tersebut akan dilakukan baik dalam bentuk diskusi, rapat maupun konsinyasi yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2014, maka kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi;
 - Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja - Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai - Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Setjen - Fasilitasi Rapat Koordinasi Sistem Pengendalian Intern Lingkup Setjen Kementan
 III.3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
 Perencanaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai
 Pembangunan pertanian yang modern, tangguh dan efisien hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh sistem administrasi dan manajemen pembangunan yang efektif, efisien dan sumberdaya manusia aparatur pertanian yang profesional. Oleh karena itu, pembangunan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian dan pembinaan sumberdaya manusia aparatur pertanian sangat diperlukan dan bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian itu sendiri.
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 Pembangunan pertanian memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, artinya profesional, berkinerja tinggi, akuntabel, mampu dan optimal dalam mengaktualisasikan kemampuan diri untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam organisasi dan lapangan pembangunan pada era globalisasi dan era reformasi tentunya era tersebut akan menemukan tantangan dan hambatan yang sangat komplek. Untuk itu sumberdaya manusia perlu dipersiapkan sebagaimana kebutuhan organisasi modern yang sarat akan perubahan-perubahan. Oleh karena itu sumberdaya manusia dan proses manajemen kepegawaian yang profesional, transfaran, konsisten dan berkesinambungan merupakan sesuatu yang terus-menerus perlu dilakukan. Sumberdaya manusia perlu dikembangkan secara terus-menerus baik segi pembinaan, kebutuhan tingkat profesionalnya melalui pendidikan dan pelatihan baik untuk calon pegawai negeri melalui prajabatan ataupun bagi pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan untuk memposisikan jabatan sebagaiman persyaratan menduduki jabatan harus sudah mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan yang relevan dengan jabatan. Disamping itu, adanya sanksi sebagaimana aturan disiplin pegawai dan aturan lainnya untuk menjadikan semberdaya manusia dapat lebih konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.] Pembangunan pertanian memerlukan kesiapan sumberdaya manusia dari berbagai aspek tidak terkesuali apek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian dari sistem peningkatan produktifitas kerja. Dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja, agar setiap pegawai dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri, masyarakat sekitar serta masyarakat. Untuk menjawab semua kebutuhan tersebut diatas, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, yang mengatur salah satunya mengenai tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas untuk melaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, dan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pola karier, dan evaluasi kinerja
 pegwai, sera pengelolaan sistem informasi kepegawaian; b) penyiapan analisis kebutuhan, penyaringan dan pemantauan hasil pendidikan dan
 pelatihan, pemberian penghargaan, penyesuaian ijazah dan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian serta disiplin pegawai; dan
 c) pelaksanaan urusan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
 Untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2014, maka kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi; - Penyusunan Kebutuhan Pegawai - Penyusunan Database Pegawai Kementan - Koordinasi Pendataan KPE - Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai

Page 23
						

Bab III. Kondisi dan Permasalahan
 15 Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014
 - Koordinasi Penyusunan LHKPN - Evaluasi Penyempurnaan Penyusunan Penilaian Kerja PNS - Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah - Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai - Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementan dan Kegiatan PENAS - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pegawai - Pengembangan Pegawai - Penilaian Kompetensi Pegawai Kementan - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setjen Kementan - Baperjakat, Pelantikan Pejabat, Serah Terima Jabatan, Sumpah Pegawai dan Pakta
 Integritas. - Penataan Arsip Kepegawaian Kementan - Pembinaan SDM Aparatur Setjen Kementan - Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja - Pelayanan Kesehatan - Medical Check Up Pegawai
 III.4. Bagian Mutasi
 Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai
 Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Guna mengetahui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu dalam suatu Kementerian/lembaga, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010, yang mengatur salah satunya mengenai tugas dan fungsi Bagian Mutasi . Adapun tugas Bagian mutasi adalah melaksanakan penyiapan mutasi pegawai Kementerian Pertanian dan melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi : a) Penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta
 pemberhentian pegawai lingkup Kementerian Pertanian;
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 b) Pelaksanaan pengumpulan data pegawai, monitoring pegawai pusat dan daerah serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;
 c) Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui bimbingan teknis jabatan fungsional serta diklat analis kepegawaian.
 Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang lebih baik, maka perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan pegawai, pengembangan, kenaikan pangkat, penetapan gaji, pengisian jabatan struktural/fungsional dan program kesejahteraan pegawai, serta pemberhentian/pensiun yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2014, maka kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi; - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional - Apresiasi Kepegawaian Lingkup Kementan - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat - Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru - Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis ISO 9001:2008 - Temu Koordinasi User SAPK Lingkup Kementan - Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi di Bidang Kepegawaian - Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian - Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Ahli dan Terampil - Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementan.
 III.5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
 Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan
 Didalam suatu organisasi diperlukan manusia yang dapat menggerakan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. karena manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, sebagai perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Begitu juga pada unit kerja Kementerian Pertanian, tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai, bagaimanapun canggihnya alat-alat atau sarana prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja tersebut. Seperti diketahui bahwa Sumberdaya Manusia (SDM) memerlukan pembinaan secara kontinyu, karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Sehingga dengan pembinaan yang baik dan terus menerus akan diperoleh persamaan persepsi dari masing-masing SDM, yang pada gilirannya tujuan organisasi yang diharapkan dapat tercapai. Selain pembinaan, SDM juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan semakin kompleknya kebutuhan pegawai, maka untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam menunjang kegiatan pada satuan kerja tersebut perlu disediakan alokasi anggaran
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 yang memadai, agar tugas dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah direncanakan pada tahun 2014, maka kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi; - Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan - Pembekalan Calon Purna Bhakti - Pembinaan Pemberdayaan Perempuan - Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai - Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai - Pembinaan Mental Agama - Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan - Forum Kesejahteraan Pegawai - Unit Konsultasi Bantuan Hukum
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 BAB IV
 UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI
 Beberapa kegiatan pada tahun ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan – kegiatan pada tahun 2013 dengan fokus kegiatan pada Penyusunan dan Pembinaan Instrumen Prestasi Kerja PNS, Koordinasi dan Peningkatan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian, dan Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan dalam rangka agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa kegiatan sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan – peraturan baru atau peraturan perubahan yang berkaitan dengan Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian pada tahun sebelumnya. Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2014 telah melaksanakan 55 kegiatan (Sub Output) ditambah juga dengan pengadaan belanja modal dan layanan perkantoran. Kegiatan – kegiatan tersebut terbagi ke dalam 4 (Empat) Unit Kerja Eselon III dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan. Seluruh target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Capaian Kinerja selama Tahun 2014 dapat dirinci berdasarkan tugas pokok fungsi per unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang ada seperti dibawah ini: IV.1. Bagian Organisasi
 Bagian Organisasi merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja. terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Evaluasi Organisasi, 2) Sub Bagian Jabatan Fungsional, 3) Sub Bagian Budaya Kerja. Hasil Capaian Kinerja selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut:
 1) Penataan Organisasi Kementerian Pertanian
 Dalam proses penataan organisasi Kementan terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Sehubungan dengan hasil pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Menteri PAN & RB pada tanggal 11 Nopember 2014 disepakati bahwa dalam rangka pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, daging dan gula menuju kedaulatan pangan diperlukan akselerasi program terutama rehabilitasi jaringan irigasi dan kegiatan-kegiatan pendukungnya secara cepat, tepat, efektif-efisien tanpa ada stagnasi kerja. Oleh karenanya Menteri Pertanian melalui surat Nomor 285/OT.210/M/11/2014 tanggal 28 Nopember 2014 mengusulkan kepada Menteri PAN & RB bahwa organisasi Kementerian Pertanian tidak berubah sampai dengan tahun 2017.
 2) Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 Kegiatan pentaan kelembagaan pada UPT Kementan dilakukan untuk meyusun Rincian Tugas Pekerjaan (RTP) Eselon IV yang ada di unit kerjanya masing-masing. Selama tahun
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 2014 telah dilakukan penyusun RTP pada tiga unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut; - Penyusunan Rincian Tugas Pekerjaan (RTP) Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan
 Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pertanian pada tanggal 27 Januari 2014 kedalam 20 permentan
 - Penyusunan Rincian Tugas Pekerjaan (RTP) Unit Kerja Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pertanian pada 17 April 2014 kedalam 12 permentan
 - Penyusunan Rincian Tugas Pekerjaan (RTP) Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Pertanian pada 27 Juni 2014 kedalam 17 permentan
 3) Forum Komunikasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Pertanian
 Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan Forum Koordinasi UPT Lingkup Kementerian Pertanian dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Inovasi”. Forum Koordinasi UPT Lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan di Grand Aston Yogyakarta Hotel pada tanggal 15 – 17 April 2014, dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang. Terdiri atas para kepala/wakil dari UPT
 dan staf yang membidangi Ortala dari eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dibuka oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Selain paparan dan diskusi dengan nara sumber, pada tanggal 16 April 2014 dilakukan kunjungan ke Kantor Bupati Gunung Kidul. Pada kunjungan ini disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul beserta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Presentasi dilakukan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang memaparkan tentang Pengembangan Pembangunan Pertanian di Gunung Kidul. Acara dilanjutkan dengan mengunjungi kelompok tani olahan pangan tradisional “Suti Rahayu” dan Kelompok Wanita Tani Sumberjo, Desa Semanu.
 4) Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang
 Pertanian.
 Penyusunan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Usulan rancangan sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi dari
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 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007. Terkait dengan pembentukan SKPD, pada tanggal 3 Nopember 2014 telah dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan rapat penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2014 telah dilaksanakan rapat penyusunan Indikator Variabel dan Kelas Interval pembentukan SKPD bidang pertanian.
 5) Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
 Kementerian Pertanian merupakan instansi pembina dari 10 (sepuluh) jenis jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat dan 1 (satu) jenis jabatan fungsional Rumpun Manajemen. Sebagai instansi pembina jabatan fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian wajib menyusun pedoman/juklak/juknis yang digunakan sebagai panduan dalam proses implementasi jabatan tersebut di tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pedoman/juklak/juknis yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2014 sebagai berikut; a) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
 Analis Pasar Hasil Pertanian; b) Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor
 35/Permentan/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;
 c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;
 d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
 e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
 g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 133/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.
 6) Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat
 Pada tanggal 19 – 21 Maret 2014 di Bogor – Jawa Barat telah dilaksanakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian. Kegiatan tersebut merupakan upaya yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina, untuk memenuhi amanat Pasal 5 Peraturan Menpan dan RB Nomor 6 Tahun 2012. Sosialisasi dihadiri oleh seluruh anggota Tim Penilai dari 10 (sepuluh) jenis
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 jabatan fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian dengan peserta sebanyak 100 (Seratus). Kegiatan sosialisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat komitmen Tim Penilai dalam rangka memfasilitasi kelancaran karir dan profesionalisme pejabat fungsional RIHP. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru dan menyegarkan kembali persepsi Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat terhadap aturan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB (pedoman), Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN (juklak), dan Peraturan Menteri Pertanian (juknis) jabatan fungsional.
 7) Forum Koordinasi Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat
 Kegiatan Forum Koordinasi Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat lingkup Pertanian dihadiri oleh anggota Sekretariat Tim Penilai Pusat dan Kementerian dari 10 (sepuluh) jenis jabatan fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan administrasi dalam pelayanan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional. Forum ini dilaksanakan di Hotel
 Santika Depok pada tanggal 13 s/d 15 Pebruari 2014 dan dihadiri oleh 80 (delapan puluh) orang peserta. Sekretariat Tim Penilai merupakan tim kerja yang dibentuk oleh Pejabat Penetap angka kredit, yang memiliki tugas pokok melakukan pengadministrasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai jabatan fungsional.
 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian
 Bentuk pembinaan pelayanan publik yang telah dilakukan adalah Penilaian pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Proses penilaian telah dilakukan dengan mengacu Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/KP.450/7/2012 tentang
 Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1183/ Kpts/KP.450/11/2014 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tersebut, UKPP berprestasi di bidang pertanian yang mendapatkan penghargaan Abdibaktitani Tahun 2014 sebagai berikut; a) Penerima Piala Kencana Abdibaktitani pada satu UPT
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 b) Penerima Piagam Mempertahankan Piala pada tiga UPT c) Penerima Piala Abdibaktitani pada tiga UPT d) Penerima Plakat Abdibaktitani pada 14 UPT Kementan dan 2 UPT Pemerintah Daerah
 Propinsi e) Penerima Piagam Abdibaktitani pada 11 UPT Kementan dan 3 UPT Pemerintah
 Daerah Propinsi
 9) Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian
 Dalam rangka pengukuran kualitas budaya kerja aparatur dilingkungan Kementerian Pertanian telah dilakukan Survey Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Tahun 2014 yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian. Objek dan responden yang dilibatkan dalam pengukuran ini berasal dari 12 (Dua belas) unit kerja Eselon I Lingkup Kementan. Hasil pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 dengan jumlah responden sebanyak 89.87 % dengan perolehan nilai sebesar 3.281 dengan nilai konversi budaya kerja sebesar 82.03, mendapat predikat SANGAT BAIK. Dari 5 (lima) butir indikator, nilai tertinggi adalah disiplin sebesar 3.401 dengan konversi 85.03, sedangkan nilai terendah adalah komitmen sebesar 3.213 dengan nilai konversi 80.33. Rincian hasil pengukuran IPNBK Tahun 2014 seperti pada Lampiran 2.
 IV.2. Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi
 Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan penyempurnaan Tatalaksana, Fasilitasi Reformasi Birokrasi, dan Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan. terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Tatalaksana, 2) Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, 3) Sub Bagian Tata Usaha. Hasil Capaian Kinerja selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Pembinaan, Evaluasi, dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 Dalam rangka menindaklanjuti Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Pada tahun 2014 telah dilakukan penyusunan dan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur Lingkup Kementerian Pertanian dengan rincian hasil sebagai berikut;
 No Unit Organisasi Jumlah SOP-
 AP
 1 Sekretariat Jenderal 938
 2 Inspektorat Jenderal 958
 3 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 1,009
 4 Ditjen Tanaman Pangan 1,168
 5 Ditjen Hortikultura 696
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 6 Ditjen Perkebunan 543
 7 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 631
 8 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 527
 9 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 590
 10 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 429
 11 Badan Ketahanan Pangan 264
 12 Badan Karantina Pertanian 144
 13 UPT Lingkup Ditjen Tanaman Pangan 290
 14 UPT Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 1,973
 15 UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2,371
 16 UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 1,852
 17 UPT Lingkup Ditjen Perkebunan 378
 TOTAL 14,761
 2. Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja
 Capaian kinerja dari pelaksanaan fasilitasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Tata Hubungan Kerja Bidang Pertanian adalah hasil dari proses fasilitasi penyusunan pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten) di Bidang Pertanian dalam rangka Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Proses pembahasan telah melibatkan unsur internal Kementerian
 Pertanian dan unsur eksternal seperti Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten, serta Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hasil dari proses pembahasan tersebut adalah telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti
 3. Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang organisasi dan kepegawaian kepada masyarakat luas maupun unit kerja dilingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai hasil pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Peningkatan Capacity Building Tahun Anggaran 2014 adalah: a) Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi I periode Januari s.d
 Maret 2014. b) Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi II periode April s.d Juni
 2014.
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 c) Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi III periode Juli s.d September 2014.
 d) Terbitnya bulletin Informasi Organisasi dan Kepegawaian Edisi IV periode Oktober s.d Desember 2014.
 4. Fasilitasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
 a) Tersusunnya Laporan Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PertanianTahun 2010 – 2014. Penyusunan laporan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, adalah merupakan gambaran atau paparan hasil perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.
 Isi Laporan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 tersebut memuat pencapaian hasil pelaksanaan dari menetapan 8 (delapan) area perubahan yang meliputi antara lain, Organisasi, Tatalaksana, peraturan perundangan-undangan, Penataan SDM Aparatur, Pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik serta prubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (cukture set) aparatur.
 b) Teselenggaranya Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2014.
 Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3477/W/MPANRB-UPRBN/9/2014
 tanggal 22 September 2014 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-214 di Kementerian Pertanian sebagi berikut :
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 Komponen Penilaian Pengungkit Evaluasi Reformasi Birokrasi.
 No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAKSIMAL
 NILAI CAPAIAN
 % CAPAIAN
 1 Manajemen perubahan 5,00 2,77 55,39 %
 2 Penataan peraturan perundang-undangan
 5,00 2,77 54,25 %
 3 Penataan dan penguatan organisasi
 6,00 3,49 58,17 %
 4 Penataan tatalaksana 5,00 3,47 69,35 %
 5 Penataan sistem manajemen SDM
 15,00 9,98 66, 52 %
 6 Penguatan akuntabilitas 6,00 2,72 45,40 %
 7 Penguatan pengawasan 12,00 6,70 55,87 %
 8 Peningkatan kualitas pelayanan public
 6,00 4,06 67,69 %
 Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 35,91 59,85 %
 Pada tabel 1, di atas menunjukkan bahwa komponen penilaian pengungkit evaluasi reformasi birokrasi menurut komponen penilaian capaian yang cukup tinggi adalah penataan tatalaksana sebanyak 69, 35 Prosen, dan yang terendah adalah penataan peraturan perundang undangan sebanyak 54,25 Prosen. Dengan demikian jumlah total dari 9 variabel pengungkit total komponen adalah 69,85 Prosen.
 Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.
 No Komponen Penilaian Nilai Maksimal
 Nilai Capaian
 % Capaian
 1 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
 20,00 13,82 69,12 %
 2 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 10,00 7,44 74,41 %
 3 Kualitas pelayanan public 10,00 7,85 78,46 %
 Sub Total Komponen Hasil 40,00 35,91 72,78 %
 Indek Reformasi Birokrasi 100,00 65,02 65,02 %
 Pada di atas menunjukkan bahwa komponen penilaian hasil evaluasi reformasi birokrasi menurut komponen penilaian untuk variabel kualitas publik tertinggi dengan nilai 78,46 prosen dan terendah kapasitas akuntabilitas kinerja organisasi sebanyak 69,12 proses. Hasil komponen penilaian pengungkit evaluasi reformasi birokrasi menunjukan nilai capaian sebesar 35, 91 sedangkan untuk komponen Hasil menunjukkan nilai capaian 65,02 dengan demikian hasil yang diperoleh dalam Indek Reformasi Birokasi dengan nilai 65,02 termasuk Kategori
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 c) Penyempurnaan Permentan Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan kinerja di Lingkungan Kementerian Pertanian. Hasilnya adalah penyempurnaan Permentan Nomor 68 Tahun 2012 dan diterbitkan Permentan 45 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun besarnya tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan kelas dan jabatannya dan dapat terjadi pengurangan besaran tunjangan kinerjanya, apabila antara lain : a) Pegawai yang tidak masuk kerja dalam sehari; b) Pegawai yang tidak berada ditempat tugas selama jam kerja; c) Pegawai yang terlambat masuk kerja; d) Pegawai yang pulang kerja seberlum waktunya; e) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; f) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; g) Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting dan cuti sakit; h) Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera sesuai ketentuan di lingkup unit
 kerjanya; i) Pegawai yang tidak menggunakan seragam kerja.
 d) Ditetapkannya Quick Wins Kementerian Pertanian. Dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi mangamanatkan pelaksanaan quick wins, yaitu suatu program yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building).
 Memperhatikan kriteria dalam penerapan Quick wins sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins, penerapan quick wins Kementerian Pertanian tahun 2013-2014 akan diarahkan pada 9 (sembilan) unit kerja, yaitu: a) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan
 Hortikultura; b) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari; c) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan di Gunung Sindur; d) Balai Inseminasi Buatan Lembang; e) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan; f) Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi; g) Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung, Malang; h) Balai Penelitian Tanah Bogor, dan i) Balai Besar Karantina Surabaya.
 Quick Wins Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 385/Kpts/OT.140/3/2014 tentang Quick Wins sebagai daya ungkit dan contoh bagi UPT yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan berhasil dalam segi pelayanan kepada masyarakat, dan unit kerja yang di telah ditetapkan antara lain : a) Layanan Penelitian Padi pada Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP)
 Sukamandi. Jawa Barat.
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 b) Layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada Balai Pengujian Mutu dan sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur Jawa Barat.
 c) Layanan Insemenasi Buatan pada Balai Iseminasi Buatan di Lembang, Jawa Barat.
 e) Tersusunnya Nama dan Kelas Jabatan Tahun 2014.
 Kegiatan program penataan SDM Aparatur Kementerian Pertanian, mengusulkan Perubahan data Kelas dan jabatan berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 129/A2/KP.020/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan hasilnya telah di tetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2745/M.PANRB/7/2014 tanggal 11 Juli 2014 Tentang Persetujuan Kelas dan Jabatan Hasil Evaluasi jabatan antara lain :
 Persetujuan Kelas dan Jabatan Hasil Evaluasi Jabatan Menurut Jabatan Fungsional
 No. Jabatan fungsional Kelas Jabatan
 1 Analis Pasar hasil Pertanian Pertama 8
 2 Analis Pasar hasil Pertanian Muda 9
 3 Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana 6
 4 Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama 8
 5 Guru Pertama 8
 6 Guru Muda 9
 7 Guru Madya 11
 Hasil ditetapkannya jabatan dan kelasnya Sebanyak 7 (tujuh) jabatan fungsional dan menunjukkan kelas jabatan. Hasil dari penetapan yang ditetapkan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut selanjutnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Tentang penyusunan nama dan kelas jabatan di lingkungan Kantor Pusat dan UPT (unit pelaksana teknis). Kementerian Pertanian telah menetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 865/KPTS/OT.140/8/2014 tentang Nama dan Kelas Jabatan.
 Jumlah nama dan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian
 No Nama Jabatan Jumlah yang menduduki
 Jabatan
 1 Jabatan Struktural 1779
 2 Jabatan fungsional tertentu rumpun ilmu hayat pertanian (RIHP) dan Non RIHP
 131
 3 Fungsional Umum 258
 Jumlah 2.168
 Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah jabatan yang menduduki jabatan struktural 1779, Jabatan fungsional RIHP dan Non RIHP 131 dan Jabatan Fungsional Umum 258 total jumlah pemangku jabatan sebanyak 2168.
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 f) Terselenggaranya Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan.
 Rekonsiliasi data pemangku jabatan merupakan suatu proses analisis dan penentuan kelas jabatan bagi pegawai dilingkungan Kementerian Pertanian. Selama tahun 2014 telah dilakukan Rekonsiliasi Data Pemangku Jabatan sebanyak 12 (Dua belas) kali yang melibatkan seluruh pengelola kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementan.
 5. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
 Kegiatan Pengelolaan Anggaran Tahun 2014 merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Operasional Anggaran, dan Pengelolaan Keuangan pada Biro Organisasi dan Kepegawaian. Pengelolaan Anggaran pada instansi pemerintah memiliki sistem dan mekanisme yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena banyak sekali rambu-rambu yang mengatur setiap pengeluaran dan penerimaan negara. selain itu, kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud dari aspek akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. Hasil pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2014 dapat dirinci sebagai berikut; a) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014
 b) Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014
 c) Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Daftar Isian Pelaksanaan
 Kegiatan (DIPA) Tahun 2014 sebanyak 4 (Empat) kali (awal dan tiga kali revisi DIPA).
 d) Penyusunan KAK dan RAB Tahun Anggaran 2015.
 e) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.
 Seluruh Kegiatan Pengelolaan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan BAIK. Hal tersebut dapat dilihat dari terfasilitasinya pelaksanaan operasional pengelolaan anggaran dan keuangan di seluruh unit kerja lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 6. Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja
 Kegiatan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan Fasilitasi Operasional Kantor kepada seluruh pelaksana kegiatan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian. selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk dari koordinasi dengan satuan kerja lainnya baik di lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dari luar Sekretariat Jenderal. Fungsi – fungsi seperti Surat menyurat, Pengadaan Belanja Modal, Pelaporan Kinerja, dll difasilitasi melalui kegiatan ini. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kegiatan pokok yaitu:
 a) Kegiatan surat menyurut yang terdiri dari pengurusan surat masuk dan keluar Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan rincian sebagai berikut; Total surat masuk sebanyak 4.036 (Semester I; 2.226 dan Semester II; 1.810) dan total surat keluar sebanyak 2.141 (Semester I; 1.126 dan Semester II; 1.015).
 b) Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Biro Semester I dan II Tahun 2014
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 c) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2013 dan 2014 d) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Web Site Biro e) Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Biro f) Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian Pegawai Biro g) Pengelolaan Admnistrasi Perhitungan Tunjangan Kinerja h) Pengadaan Belanja Modal yang terdiri dari;
 Kendaraan bermotor roda 4 sebanyak satu unit dan roda 2 sebanyak 4 (Empat) unit
 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 23 unit i) Layanan Perkantoran, dengan rincian sebagai berikut;
 Eksploitasi Kendaraan Roda 4 dan 2 yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. Selama tahun 2014 telah dilakukan distribusi Kendaraan Roda 4 sebanyak 30 unit dan Roda 2 sebanyak 28 unit meliputi kendaraan yang dimiliki oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan.
 Pengangkatan dan penyaluran honor Pramusaji sebanyak 3 (Tiga) orang dan Pengemudi sebanyak 4 (Empat) orang yang seluruhnya merupakan tenaga harian lepas Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2014.
 Distribusi Honorarium Pengelola Keuangan yang terdiri dari; Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Staf PPK dan Pemegang Uang Muka (PUM).
 Distribusi Honorarium Perangkat Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2014 untuk masing-masing bagian lingkup Biro OK, Poliklinik, dan Set. Dewan Pengurus KORPRI sebanyak 6 (Enam) orang Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (PPBJ) dan 6 (Enam) orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
 Distribusi Honorarium Tim Sistem Akuntansi Instansi Biro OK Tahun 2014 sebanyak 8 (Delapan) orang.
 Distribusi Penambah Daya Tahun Tubuh kepada seluruh pegawai Biro OK. Paket daya tahan tubuh yang dibagikan berbentuk kebutuhan dasar (sembako) yang telah didistribusikan sebanyak 10 kali selama tahun 2014.
 Seluruh kegiatan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014 secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan BAIK. Hal tersebut dapat dilihat dari terfasilitasinya penyelenggaraan operasional seluruh unit kerja lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 7. Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Kinerja
 Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam bidang Perkembangan Reformasi Birokrasi dan bidang Kesejahteraan Pegawai Kementerian Pertanian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Kuesioner yang dibagikan kepada pegawai-pegawai UPT yang telah ditentukan yaitu: Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha, Pegawai Senior, Pejabat Fungsional Umum, dan Pejabat Fungsional Khusus. Selama tahun 2014 telah dilakukan monitoring dan evaluasi di 17 Propinsi, dengan rincian:

Page 39
						

Bab IV. Upaya yang telah dilaksanakan dan Hasil yang dicapai
 Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014
 30
 1) Sulawesi Tenggara 10) Kalimantan Selatan (Fasilitasi KPE) 2) Jawa Timur 11) Nusa Tenggara Timur (Fasilitasi KPE) 3) Sumatera Barat 12) Bangka Belitung 4) Bali 13) Jawa Barat 5) Nusa Tenggara Timur 14) Sulawesi Utara 6) Sulawesi Tengah 15) Naggroe Aceh Darussalam (NAD) 7) Kalimantan Tengah 16) Nusa Tenggara Barat 8) Sumatera Selatan 17) Sumatera Barat 9) Sulawesi Barat
 8. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai
 Rangkaian kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai (Outbond) Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014 ini telah banyak memberikan pelajaran dan nasehat penting kepada seluruh peserta. Kegiatan outbond tahun 2014 yang memiliki Tema “Evaluate Your Own Performance and Do Your Best”. Rangkaian kegiatan pembinaan mental dan karakter pegawai tahun 2014 terbagi ke dalam dua
 aspek yaitu Aktivitas Outdoor dan Aktivitas Indoor. Aktivitas Outdoor terdiri dari Ice Breaking yaitu Senam Poco Poco, Hoki Hoki, Tangkap Jari, Samurai Ninja, dll, Team Building yaitu Angry Bird, Bola Tali, Bowling Kelapa, Bola Bolong, dan Bola Tingkat. Selain itu terdapat tantangan akhir dari aktivitas outdoor yang harus diselesaikan oleh seluruh peserta. Akhirnya dengan kerja sama tim yang solid tantangan akhir kegiatan outdoor dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Aktivitas Indoor merupakan kegiatan pembekalan diri kepada seluruh peserta melalui materi yang disampaikan oleh segenap pimpinan lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Materi Motivasi Diri oleh Gun Gun Saptaria Hidayat, seorang pemateri profesional yang telah banyak memberikan nasehat dan dorongan kepada seluruh peserta agar senantiasa berbuat hal yang baik. Kinerja yang baik dihasilkan dari perbuatan yang baik. Kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter (Outbond) Pegawai yang telah diselenggarakan mampu memberikan masukan dan dorongan kepada seluruh peserta agar selalu bekerja dengan baik dan benar. Melalui rangkaian kegiatan outbond ini seluruh peserta diingatkan akan nilai-nilai kebersamaan, loyalitas, percaya terhadap sesama, saling menghargai, dll.
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 9. Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Jenderal Kementan
 Koordinasi pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu instansi pemerintah dalam mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi juga dibutuhkan agar menjamin seluruh pelaksanaan program kerja berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, dalam proses mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan profesionalisme tinggi. Salah satu cara meningkatkan hal tersebut adalah melalui pembinaan sdm yang berkesinambungan, terencana, dan terarah. Selama tahun 2014 telah dilaksanakan 3 (Tiga) kali penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Terdiri dari; a) Pembinaan SDM Aparatur Pertanian I. Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur Lingkup
 Biro Organisasi dan Kepegawaian ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas diri bagi pegawai yang ada di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 2-3 Mei 2014 di bogor – jawa barat dan jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 129 orang.
 b) Pembinaan SDM Aparatur Pertanian II. Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian
 Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian ke-2 ini diselenggarakan dalam rangka “Membangun SDM Aparatur Pertanian yang Partisipatif Menuju Good Governance” bagi pegawai yang ada di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 November 2014 di Cilegon – Banten dan jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 123 orang.
 c) Pembinaan SDM Aparatur Pertanian III. Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian
 Lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian ke-3 Tahun 2014 diadakan pada tanggal 28 – 29 November 2014 di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) – Rawa Banteng Bekasi. Peserta yang hadir pada kegiatan pembinaan kali ini sebanyak 135 orang.
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 Kegiatan Pembinaan SDM kali ini diadakan dalam rangka memberikan pembekalan lanjutan kepada seluruh peserta yang hadir dalam bidang kepegawaian khususnya tentang Kedisiplinan, Cuti Pegawai, dan Tunjangan Kinerja dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih baik.
 Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan seperti yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis biro. Selain itu, melalui penyelenggaraan kegiatan pembinaan SDM ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mutu SDM Aparatur Pertanian Kementerian Pertanian yang lebih baik lagi.
 10. Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 Kegiatan Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Sistem Penendalian Intern (SPI) Biro/ Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan Rakor ini telah diselenggarakan secara rutin setiap bulannya. Pada tahun 2014, Biro Organisasi dan Kepegawaian
 menjadi tuan rumah penyelenggaraan pada bulan Maret. Pada setiap rapat koordinasi banyak sekali hal – hal strategis yang dibahas oleh seluruh Tim Pelaksana SPI Setjen Kementan. Jika terdapat suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan maka di rapat kordinasi inilah masalah tersebut dibahas untuk dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Progress dari pelaksanaan rekomendasi Tim Pelaksana SPI disetiap bulannya juga menjadi bahasan penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi.
 IV.3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Penyiapan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Fasilitasi Urusan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementan. terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Perencanaan Pegawai, 2) Sub Bagian Pengembangan Pegawai, 3) Sub Bagian Kepegawaian Setjen. Hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut; 1. Pengelolaan Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Pengelolaan data kepegawaian telah dilakukan secara periodik melalui aplikasi berbasis WEB. Aktifitas updating data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) secara Online. Aplikasi Simpeg Online ini dapat diakses
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 langsung oleh seluruh petugas pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah lingkup Kementerian Pertanian. Rincian jumlah pegawai lingkup Kementan Per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Lampiran
 2. Evaluasi Implementasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
 Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014. SKP ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pegawai dengan cara membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja yang telah terealisasi hingga akhir tahun kegiatan. Sebagai hasil akhir dari penyusunan SKP di lingkungan Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2014);
 No Unit Kerja Jumlah
 Pegawai Progress
 Selesai Belum Keterangan
 (SKP Belum Ada)
 1 Sekretariat Jenderal 1.134 998 136 25 Perencana, 2 DPB, 95 DPK/DPB, 6 CPNS
 2 Inspektorat Jenderal 286 279 7 4 TB, 2 TB, 1 Sakit
 3 Ditjen PSP 342 326 16 12 TB, 3 CPNS, 1 MPP
 4 Ditjen Tanaman Pangan 783 641 142 22 TB, 3 DPK/DPB, 112 Satminkal, 1 MPP, 4 CPNS
 5 Ditjen Hortikultura 384 367 17 15 TB, 2 Bemasalah
 6 Ditjen Perkebunan 1.139 1.074 65 24 TB, 41 Satminkal
 7 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 2.202 2.082 120 50 TB, 1 DPK/DPB, 3 MPP, 1 CLTN, 59 CPNS, 2 Sakit, 2 Bermasalah, 1 Puskeswan, 1 Blm selesai SKP
 8 Ditjen PPHP 374 357 17 9 TB, 2 DPK, 1 MPP, 5 CPNS
 9 Badan Litbang Pertanian 7.454 7.086 368 223 TB, 6 DPK/ DPB, 128 CPNS, 2 MPP, 9 Belum selesai SKP
 10 Badan PPSDM Pertanian 2.287 2.126 125 96 TB, 27 CPNS, 2 Tenaga Ahli
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 11 Badan Ketahanan Pangan
 303 285 18 13 TB, 2 DPK, 3 CPNS
 12 Badan Karantina Pertanian
 3.686 3.021 665 56 TB, 233 CPNS, 376 Belum Selesai SKP
 Jumlah 20.374 18.678 1.696
 3. Perencanaan Kebutuhan PNS Kementerian Pertanian
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi penyusunan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penyusunan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengajukan usulan formasi pegawai kepada Kementerian PAN dan RB. Hasilnya melalui surat nomor B/2640/M.PAN-RB/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 Kementerian PAN dan RB telah memberikan persetujuan prinsip tambahan formasi ASN tahun 2014 Kementerian Pertanian sebanyak 690 dengan rincian sebagai berikut;
 No Unit Kerja Golongan
 Jumlah II/A II/C III/A III/B
 1 Sekretariat Jenderal 0 10 15 4 29 2 Ditjen Tanaman Pangan 3 10 15 0 28 3 Ditjen PSP 0 4 10 0 14
 4 Ditjen Hortikultura 0 1 7 0 8
 5 Ditjen Perkebunan 2 16 12 0 30
 6 Ditjen PKH 14 40 23 23 100
 7 Ditjen PPHP 0 2 11 0 13 8 Inspektorat Jenderal 0 0 13 1 14
 9 Badan Litbang Pertanian 51 12 77 19 159 10 Badan PPSDM Pertanian 14 13 34 5 66
 11 Badan Ketahanan Pangan 0 0 8 0 8
 12 Badan Karantina Pertanian 119 53 20 29 221 Total 203 161 245 81 690
 4. Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian Jabatan yang Lowong di Kementerian Pertanian Menindaklanjuti penetapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pertanian telah melaksanakan seleksi terbuka jabatan struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian sebanyak 9 formasi dan Atase Pertanian sebanyak 3 formasi selama tahun 2014.
 5. Penyusunan Standar Kompetensi PNS Kementerian Pertanian
 Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan aturan dimaksud, seluruh proses pengangkatan CPNS, promosi, dan mutasi didasarkan pada kompetensi. Terbitnya aturan ini, hingga akhir tahun 2014, belum diikuti dengan penetapan standar kompetensi sebagai penjabaran lebih lanjut atas aturan dimaksud sehingga Penyusunan
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 Standar Kompetensi pada tahun 2014 ini dilakukan dengan masih mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS.
 6. Pengelolaan Identitas PNS Kementerian Pertanian
 Pengelolaan kartu identitas PNS lingkup Kementerian Pertanian selama tahun 2014 meliputi fasilitasi pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Taspen), Kartu Asuransi Kesehatan (Askes), Kartu Suami, dan Kartu Istri. Rincian dari jumlah pegawai yang telah mengusulkan kartu identitas dimaksud selama tahun 2014 adalah sebagai berikut;
 No Unit Kerja Karpeg Taspen Karis/ Karsu
 1 Sekretariat Jenderal 13 1 27
 2 Ditjen PSP 3 0 5
 3 Ditjen Tanaman Pangan 4 6 13
 4 Ditjen Hortikultura 0 0 18
 5 Ditjen Perkebunan 0 0 2
 6 Ditjen PKH 18 0 39
 7 Ditjen PPHP 4 1 5
 8 Inspektorat Jenderal 0 0 5
 9 Badan Litbang Pertanian 12 0 4
 10 Badan Ketahanan Pangan 1 0 12
 11 Badan PPSDM Pertanian 1 0 6
 12 Badan Karantina Pertanian 24 1 18
 Jumlah 80 9 154
 7. Koordinasi Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Lingkup Kementerian Pertanian
 Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sucofindo untuk pelaksanaan perekaman data Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Selama tahun 2014 telah dilakukan perekaman data KPE pada 6 (Enam) Propinsi dengan rincian sebagai berikut;
 No Propinsi Jumlah Perekaman
 KPE (pegawai)
 1 Jawa Barat 108
 2 Lampung 40
 3 Sumatera Barat 143
 4 Kalimantan Selatan 486
 5 Sulawesi Utara 220
 6 Nusa Tenggara Timur 379
 Jumlah 1.376
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 8. Pengelolaan Pengangkatan Tenaga Honorer K-2 Kementerian Pertanian
 Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pertanian telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Proses pengangkatan tenaga honorer ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2014. Posisi perkembangan pengelolaan tenaga honorer Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut;
 No
 Unit Kerja Eselon I
 Rekapitulasi Tenaga Honorer Tahun 2014
 Jumlah Honorer
 K-I/
 CPNS
 K-2
 TMK
 K-2/
 CPNS
 K-2/ Tidak Lulus
 1 Setjen 2 0 2 0 1 1
 2 Ditjen Tan.Pangan 11 3 7 1 5 2
 3 Ditjen Hortikultura 1 0 1 0 1 0
 4 Ditjen Perkebunan 5 0 5 0 3 2
 5 Ditjen PKH 51 36 11*) 3 1 9
 6 Badan Litbang 130 57 62 11 39 **) 23 ***)
 7 Badan PPSDMP 6 0 6 0 1 5
 8 Badan Karantina 81 20 42*) 18 25 18***)
 Jumlah
 287
 116
 136
 33
 76
 60
 *) Dua TH pada Ditjen PKH dan Badan Karantina Pertanian sudah diangkat menjadi CPNS melalui jalur umum.
 **) Dua TH K-2/CPNS mengundurkan diri dari Badan Litbang.
 ***) Dua TH K-2/Tidak Lulus mengundurkan diri dari Badan Karantina Pertanian dan Badan Litbang.
 9. Penanganan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) Kementerian Pertanian
 Rekruitmen Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL – TB) Kementerian Pertanian telah dilakukan sejak 2007 sampai dengan 2009. Selama periode tsb telah dilakukan rekruitmen THL – TB sebanyak 23.336 orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Medik/ Paramedik Veteriner, POPT – PHP, dan TKP/ PLP – TKP (Perkebunan). Berdasarkan rapat kerja antara DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Menteri PAN RB pada tanggal 11 Februari 2014 telah disepakati untuk mengangkat 23.987 orang THL – TB di lingkungan Kementan menjadi pegawai pemerintah. Pengangkatan ini selanjutnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi kinerja sesuai dengan aturan penjabaran dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 10. Pelayanan Kesehatan Pegawai
 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pegawai Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Klinik Pratama Kementerian Pertanian. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi; a) Pelayanan Kedokteran Umum
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 b) Pelayanan Kedokteran Gigi c) Pelayanan Laboratorium Klinik d) Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan Anak e) Pelayanan Emergensi dan PPPK f) Pelayanan Mobil Ambulance g) Pelayanan Mobil Jenazah
 Data jumlah kunjungan pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut;
 No. Unit Kerja Umum Gigi Lab. Jumlah
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 8.
 9. 10.
 11. 12. 13.
 Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Perkebunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Badan Litbang Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian Pensiunan, pasien pada event/ kegiatan, tamu; dsb
 5.277 383
 1.233 1.729
 458 69
 613
 464
 272 1.385
 677 397 375
 1.082 229 515 547
 193 65
 215
 130
 132 240
 279 145 421
 861 128 208 213
 58 43 86
 39
 54
 152
 133 95
 283
 7.220 740
 1.856 2.489
 709 177 914
 633
 458
 1.777
 1.089 637
 1.079
 Jumlah 13.232 4.193 2.353 19.778
 11. Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementerian Pertanian
 Kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2014 dilaksanakan untuk melakukan penilaian kompetensi pegawai terhadap calon peserta tugas belajar S3 dan pejabat struktural eselon III dilingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan sebanyak 3 kali dengan realisasi peserta 5 (lima) batch. Rinciannya dapat dilihat berikut ini;
 No Kegiatan Realisasi
 1 Penilaian Kompetensi Calon Peserta Tugas Belajar S3 Lingkup Kementerian Pertanian T.A. 2014 18 orang
 2 Penilaian Kompetensi (Assessment Center ) Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta 6 orang
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 3
 a. Penilaian Kompetensi (Psiko-Asesmen Pejabat) Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta (Batch 1)
 32 orang
 b. Penilaian Kompetensi (Psiko-Asesmen) Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta (Batch 2)
 35 orang
 c. Penilaian Kompetensi (Psiko-Asesmen) Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian di DKI Jakarta (Batch 3)
 38 orang
 Jumlah keseluruhan 129 Orang
 12. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setjen Kementan
 Kegiatan ini merupakan fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan yang meliputi; pengurusan kartu identitas pegawai, kenaikan gaji berkala, administrasi kepegawaian (pensiun dan kenaikan pangkat), daftar urut kepangkatan (DUK), berkas cuti pegawai, dll
 13. Fasilitasi Pengangkatan Pejabat Struktural dan PNS
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan rapat baperjakat dan pelantikan pejabat struktural. Selama tahun 2014 telah dilakukan 9 (Sembilan) kali Rapat Baperjakat (I dan II) Kementerian Pertanian, Pelantikan Pejabat Eselon II a dan II b sebanyak 3 (Tiga) kali, dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV sebanyak satu kali.
 14. Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian
 Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Jenderal meliputi kegiatan penataan arsip kepegawaian Golongan I sampai dengan Golongan IV lingkup Sekretariat Jenderal dan Golongan IV Unit Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: a) Terkumpulnya Data Pegawai (Daftar Riwayat Hidup, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan
 Pangkat Pertama s.d. terakhir, Karpeg, Kartu Taspen, Karis/Karsu, Kartu Askes, dll) b) Penataan dokumen dilakukan berdasarkan urutan ALFABET, dengan maksud
 memudahkan pencarian dokumen ketika diperlukan; Pencarian dokumen sudah dilakukan secara elektronisasi (komputerisasi).
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 c) Terkumpulnya Daftar Riwayat Hidup Pegawai secara komputerisasi masih dalam proses.
 d) Terlaksananya penggandaan berkas kepegawaian. e) Tersusunnya arsip kepegawaian yang dinamis
 15. Pembinaan SDM Aparatur Lingkup Setjen Kementan
 Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pembinaan SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementan selama tahun 2014. Bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan adalah partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI Kementan, Dharma Wanita Kementan, dan Kementerian/ Lembaga lain dalam bidang kepegawaian.
 16. Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 Selama tahun 2014 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 di 10 (Sepuluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian Pertanian dan pada tahun ini juga telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dihadiri oleh perwakilan UPT di lingkungan Kementerian Pertanian.
 17. Pelaksanaan Medical Check UP (MCU)
 Kegiatan Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan terhadap 100 orang Pejabat Eselon II, III dan IV Kementerian Pertanian Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta Pusat.
 18. Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementan
 Laporan ini berisi daftar rekapitulasi pemberian tanda kehormatan dan penghargaan Menteri Pertanian RI yang telah dilakukan selama tahun 2014. Rincian pemberian tanda kehormatan dan penghargaan terhadap usulan adalah sebagai berikut;
 No Uraian Usulan Realisai Ket
 1 Satyalancana Pembangunan
 15 14
 2 Satyalancana Wira Karya
 30 30
 3 Satyalancana Karya Satya
 696 689
 4 Penghargaan Menteri 82 82
 19. Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai
 Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai dilaksanakan dalam rangka penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran disiplin dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian lainnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian baik yang berada di Kantor Pusat maupun Daerah (Unit Pelaksana Teknis).
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 Rekapitulasi pelanggaran disiplin pegawai lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2014 adalah sebagai berikut;
 No Unit Eselon I PP No. 4/1966
 PP No. 32/1979
 PP No. 53/2010
 PP 10/1983 Jo
 PP 45/1990
 PP No. 98/2000
 Jumlah Ket.
 1. Setjen 1 - - 1
 2. BPSDMP - 2 1 - 3 3*
 3. Ditjen. PSP - 1 - - 1 1*
 4. Ditjen. Bun 1 - 1 - 2 1*
 5. Ditjen. Nak &
 Keswan
 1 1 -
 - 2 1*
 6. BKP 1 1 - 2 -
 7. Barantan 1 13 2 - 16 3*
 8. Ditjen. TP 6 2 - - 8 -
 9. Ditjen. Horti 1 - - 1 -
 10. Balitbangtan 3 - 1 4 3*
 Jumlah 6 3 25 5 1 40 11*
 *) Kasus yang sedang dalam proses.
 20. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah telah dilaksanakan dua kali selama tahun 2014 yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (Empat) propinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Rincian kelulusan peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
 No Eselon I Februari Agustus
 Total Lulus
 Jumlah Peserta
 Lulus Jumlah Peserta
 Lulus
 1 Sekretariat Jenderal 7 7 3 3 10
 2 Inspektorat Jenderal 0 0 0 0 0
 3 Ditjen Tanaman Pangan 10 7 11 8 15
 4 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 15 8 17 13 21
 5 Ditjen Perkebunan 4 3 8 7 10
 6 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 1 0 2 2 2
 7 Ditjen PPHP 6 4 2 2 6
 8 Ditjen Hortikultura 9 2 10 8 10
 9 Badan Ketahanan Pangan
 1 1 4 3 4
 10 Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian
 18 15 19 10 25

Page 50
						

Bab IV. Upaya yang telah dilaksanakan dan Hasil yang dicapai
 Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014
 41
 11 Badan Litbang Pertanian 54 19 129 72 91
 12 Badan Karantina Pertanian
 15 9 19 10 19
 Jumlah 140 75 224 138 208
 Rekapitulasi Kelulusan Peserta Ujian Dinas Tahun 2014
 No Eselon I Februari Agustus
 Total Lulus
 Jumlah Peserta
 Lulus Jumlah Peserta
 Lulus
 1 Sekretariat Jenderal 4 2 4 4 6
 2 Inspektorat Jenderal 1 1 0 0 1
 3 Ditjen Tanaman Pangan 8 5 3 2 7
 4 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 10 3 11 10 13
 5 Ditjen Perkebunan 10 7 5 5 12
 6 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 3 3 0 0 3
 7 Ditjen PPHP 0 0 1 1 1
 8 Ditjen Hortikultura 4 2 2 2 4
 9 Badan Ketahanan Pangan
 1 1 0 0 1
 10 Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian
 23 11 31 22 33
 11 Badan Litbang Pertanian 56 35 59 34 69
 12 Badan Karantina Pertanian
 18 10 17 16 26
 Jumlah 138 80 133 96 176
 Rekapitulasi Kelulusan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2014
 IV.4. Bagian Mutasi
 Bagian Mutasi merupakan unit kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Penyiapan Mutasi Pegawai Kementerian. Terdapat 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu; 1) Sub Bagian Mutasi I, 2) Sub Bagian Mutasi II, 3) Sub Bagian Mutasi III. Hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut; 1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat
 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat mengacu pada Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kegiatan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan sebanyak dua periode selama tahun 2014 yaitu yaitu Periode April dan Periode Oktober. Rincian hasil kegiatan adalah sebagai berikut; a) Persetujan teknis Kepala BKN adalah sebanyak 1.953 orang b) Persetujan teknis Kepala BKN adalah sebanyak 767 orang
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 2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun
 Pada tahun 2014 telah terbit UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu dampak dari aturan tersebut adalah perpanjangan masa kerja pegawai dari sebelumnya 56 tahun menjadi 58 tahun. Perubahan ketentuan masa kerja ini ditindaklanjuti dengan telah dilakukannya reinventarisasi kembali terhadap masa kerja pegawai yang telah mencapai batas waktu pensiun. Dari hasil inventarisasi ulang telah dilakukan perpanjangan masa kerja kepada 142 pegawai melalui Surat Keputusan Kepala BKN tentang Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai sedangkan sebanyak 6 pegawai tetap mengakhiri masa kerjanya melalui Surat Kepala BKN tentang Pensiun Pegawai.
 3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional
 Kegiatan ini merupakan pengelolaan administrasi kepegawaian jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian baik rumpun ilmu hayat pertanian maupun non rumpun ilmu hayat pertanian. Rincian hasil Surat Keputusan yang telah diselesaikan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut a) Kenaikan Jabatan Fungsional sebanyak 705 berkas b) Pengangkatan Pertama sebanyak 203 berkas c) Pembebasan Sementara sebanyak 321 berkas d) Pengangkatan Kembali sebanyak 205 berkas e) Pemberhentian sebanyak 31 berkas f) Penetapan sebanyak 133 berkas g) Inpassing sebanyak 62 berkas h) Pengangkatan Dalam sebanyak 359 berkas
 Total 2.019 berkas
 4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru
 Pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai baru dilaksanakan untuk melakukan pemberkasan CPNS baru Kementerian Pertanian dari proses pengadaan CPNS tahun 2013 sebanyak 484 Surat Keputusan. Rincian Rekapitulasi Surat Keputusan Pegawai Baru Kementan Tahun 2014 adalah sebagai berikut;
 No Unit Organisasi Jumlah
 1 Sekretariat Jenderal 9
 2 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 3
 3 Ditjen Tanaman Pangan 4
 4 Ditjen Hortikultura 3
 5 Ditjen Perkebunan 6
 6 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 61
 7 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 5
 8 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 129
 9 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 27
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 10 Badan Ketahanan Pangan 3
 11 Badan Karantina Pertanian 234
 Total 484
 5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Tenaga Honorer K2
 Bentuk dari kegiatan ini adalah pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai baru Kementerian Pertanian dari tenaga honorer K2. Berdasarkan surat Menteri PAN dan RB Nomor 789 Tahun 2014 terdapat 76 orang tenaga honorer K2 yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengangkatan CPNS Kementerian Pertanian. Dari 76 peserta yang lulus ujian seleksi CPNS tersebut, satu orang peserta tidak bisa di proses lebih lanjut sehingga hanya 75 orang yang dapat dilakukan proses pengangkatan sebagai CPNS Kementerian Pertanian.
 6. Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian
 Seleksi penerimaan CPNS Kementan TA. 2014 dilaksanakan melalui portal panselnas dan SSCN Badan Kepegawaian Negara. Sistem pendaftaran seperti ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah lainnya sehingga pada tahun ini setiap pelamar hanya diperbolehkan melamar pada satu instansi pemerintah. Sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB tentang persetujuan alokasi formasi ASN, Kementerian Pertanian mendapat alokasi formasi ASN tahun 2014 sebanyak 690.
 Terdiri dari berbagai macam jenis program studi yang terbagi kedalam beberapa kualifikasi pendidikan. Sebanyak 14.500 orang pelamar berhasil mendaftarkan diri pada portal panselnas dan SSCN BKN sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi berkas terhadap pelamar yang telah mendaftar. Proses verifikasi berkas dilakukan di 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian secara serentak. Berdasarkan proses verifikasi berkas, sebanyak 10.660 calon peserta lulus seleksi dan berhak mengikuti Ujian Test Kemampuan Dasar (TKD). Test Kemampuan Dasar dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Computer Asistent Test (CAT). Ujian CAT diselenggarakan di seluruh kantor regional Badan Kepegawaian
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 Negara. Khusus untuk peserta BKN Pusat dan Regional V, pelaksanaan ujian CAT diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Hasil Test Kemampuan Dasar Peserta Ujian CPNS Kementerian Pertanian telah disampaikan oleh panselnas melalui surat nomor B/5765/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 29 Desember 2014. Dari hasil TKD dapat diketahui bahwa sebanyak 4.244 peserta dinyatakan Lulus Passing Grade dan 6.416 peserta dinyatakan Tidak Lulus Passing Grade. Proses selanjutnya adalah seleksi peringkat peserta CPNS Kementan yang telah dinyatakan Lulus Passing Grade. Proses ini seluruhnya dilakukan oleh Panselnas berdasarkan pemilihan formasi peminatan. Hasil seleksi peringkat peserta CPNS Kementan Tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 565 peserta dinyatakan LULUS SELEKSI dan berhak melakukan pemberkasan untuk pengangkatan CPNS Kementan Tahun 2014. Pemanggilan ini telah dilakukan melalui Portal Resmi Kementerian Pertanian pada tanggal 9 Januari 2014.
 7. Forum Komunikasi dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 Kegiatan Forum Komunikasi dan Fasilitasi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Agustus 2014 di Hotel Grand Jaya Raya Jl. Raya Puncak Km. 17 Cipayung – Bogor. Peserta Kegiatan Forum Komunikasi dan Fasilitasi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian adalah Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian. Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Forum
 Komunikasi dan Fasilitasi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan guna menyelesaikan permasalahan jabatn fungsional analis kepegawaian.
 8. Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dari sekretariat Jabatan Fungsional analis kepegawaian Kementerian Pertanian selama tahun 2014. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut; a) Penilaian/Pleno pertama dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Februari 2014 b) Verifikasi dan Penilaian berkas DUPAK Analis Kepegawaian pada tanggal 21 s/d 22
 Juli 2014 c) Penilaian/Pleno kedua dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Agustus 2014
 9. Temu Koordinasi SAPK Lingkup Kementerian Pertanian
 Kegiatan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Januari 2014 di Bogor – Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh User SAPK
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 yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Temu Koordinasi Pengelola Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Lingkup Kementerian Pertanian adalah :
 a) Meningkatnya kemampuan User SAPK dalam mengimplementasikan sistem dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.
 b) Terselesaikannya kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola SAPK dalam penerapannya pada unit-unit kepegawaian dilingkungan Kementerian Pertanian.
 c) Meningkatnya produktifitas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 d) Menjadikan SAPK sebagai aplikasi kepegawaian nasional yang handal untuk proses kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi lain-lain terkait dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisien proses pelayanan kepegawaian.
 e) Database pegawai semakin baik (valid)
 10. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 Pelaksanaan Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 01 September 2014 sampai dengan 05 September 2014 bertempat di PPMKP Ciawi Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Pejabat Analis Kepegawaian Unit Organisasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian terdiri dari dari 2 (dua) kelas, yaitu Analis Kepegawaian Ahli sebanyak 46 Peserta di Komplek Tirta, PPMKP Ciawi-Bogor dan Analis Kepegawaian Terampil di Komplek Mega PPMKP Ciawi-Bogor sebanyak 29 Peserta menyajikan beberapa materi sebagai berikut : a) Perencanaan dan Formasi (Widyaswara dari Badan Kepegawaian Negara) b) Kebijakan Manajemen ASN (Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara) c) Pengadaan PNS (Widyaswara dari Badan Kepegawaian Negara) d) Pangkat dan Jabatan (Widyaswara dari Badan Kepegawaian Negara) e) Penilaian Kinerja Pegawai (Widyaswara dari Badan Kepegawaian Negara) f) Displin PNS (Widyaswara dari Badan Kepegawaian Negara) g) Manajemen ASN Berbasis Meritsystem (Widyaswara dari Badan Kepegawaian
 Negara) h) Pengembangan SDM (Widyaswara dari Badan Kepegawaian Negara) i) Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepegawaian.
 11. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepegawaian
 Kegiatan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kepegawaian dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persamaan persepsi pejabat struktural dan para pengelola yang menangani bidang kepegawaian pada unit kerja eselon I dan UPT di daerah, sehingga diharapkan pelayanan kepegawaian akan berjalan dengan baik dan lancar. Selama tahun 2014 ini telah dilaksanakan kunjungan pada 21 UPT di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu;
 1) Jawa Barat (Bandung) 12) Jawa Timur 2) Banten 13) Nusa Tenggara Timur 3) Sumatera Utara 14) Bali 4) Kalimantan Selatan 15) Sumatera Barat
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 5) Sumatera Selatan 16) Nusa Tenggara Barat 6) Jawa Barat (Karawang) 17) Sulawesi Tengah 7) Sulawesi Selatan 18) Bangka Belitung 8) DI. Jogjakarta 19) Bengkulu 9) Jambi 20) Sulawesi Tenggara 10) Jawa Barat (Sukabumi) 21) Kalimantan Barat 11) Jawa Barat (Cianjur)
 IV.5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian
 Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementan mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan jiwa korps (korsa) sebagaimana diamanatkan oleh PP. No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Melalui kegiatan yang diselenggarakan KORPRI diharapkan mampu membangun profesionalisme anggotanya sebagai perangkat birokrasi, mengembangkan kesejahteraan, serta memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggotanya. Hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut; 1. Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bhakti
 Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 s.d 21 Februari 2014, sebanyak 24 jam pelatihan @ 45 menit. Tempat pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Jl. Kayuambon No.82 Lembang, Kabupaten Bandung Barat Kode Pos 40391. Dikuti oleh 35 orang sebagai peserta yang terdiri dari PNS eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang akan memasuki masa purnabhakti. Melalui kegiatan ini diharapkan agar para peserta pelatihan mendapatkan bekal yang cukup untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan, salah satunya dengan penggunaan lahan pekarangan rumah untuk tanaman hortikultura ( cabe, tomat, terong, sayuran, dll ), peternakan (ayam, domba) dan bidang perikanan sistem terpal dan tong ( ikan mas, mujair, lele dll ). Dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan tersebut dapat menurunkan biaya kebutuhan sehari – hari sebesar 60% karena hampir semua bisa tercukupi dari pekarangan rumah.
 2. Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan keterampilan berupa keterampilan berkreasi mengukir sayur dan buah untuk menghias tumpeng, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014, dengan menghadirkan narasumber Ny. Enen Nawangsih (Pusat Pendidikan Keterampilan Wanita “WIDIA”). Untuk Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan dilaksanakan di gedung F Kantor
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 Pusat Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang Kegiatan pembinaan pemberdayaan perempuan berupa seminar sehari dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, dengan menghadirkan narasumber Dr. Naek L. Tobing, SpKJ, dan mengambil tema : “Dengan Semangat Kartini dan Hari Pendidikan Nasional Kita Tingkatkan Peran Perempuan Dalam Keberhasilan Membina Keluarga”. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan yang direncanakan berkat kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Semua kompenen kegiatan (peserta, narasumber dan moderator serta panitia penyelenggara) sangat mendukung jalannya penyelenggaraan kegiatan ini. Untuk Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan di gedung F kantor Pusat Kementerian Pertanian dengan menghadirkan peserta sejumlah 300 (tiga ratus) orang.
 3. Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai
 Dewan Pengurus KORPRI untuk tahun anggaran 2014 telah menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jiwa Korsa dan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Seminar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan; 2) Pembinaan Jiwa Korsa. Pelaksanaan Seminar PWRI yaitu hari Rabu, tanggal 10 September 2014 dengan mengusung tema “PWRI TETAP SEHAT, CERDAS DAN BERKARYA”. Sedang pelaksanaan Seminar PWRI di Auditorium gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Sebagai peserta adalah purnabhakti anggota PWRI dan PNS yang akan memasuki masa purnabhakti lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta yang hadir dalam Seminar PWRI sebanyak 413 (seratus tiga belas) orang.
 Sosialisasi BPJS Kesehatan, TASPEN dan program kegiatan KORPRI KORPRI tahun 2014 yaitu : a) Hari Rabu, tanggal 24 September 2014 di Balai Karantina Pertanian Kelas I
 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan,
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 b) Hari Selasa tanggal 30 September 2014 di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi Subang Propinsi Jawa Barat,
 c) Hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Propinsi Jawa Tengah
 d) Hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah.
 4. Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai
 Pada tahun 2014 ini kegiatan pembinaan jasmani pegawai dilaksanakan dalam bentuk senam rutin setiap hari Rabu dan Jumat, senam bersama sebanyak 3 (tiga) kali dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian ke-42, HUT Ke-43 KORPRI, dan pengenalan Senam Zumba bekerja sama dengan Tabloid NOVA. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan penguasaan teknik
 bermacam-macam senam untuk kesegaran jasmani, telah diadakan pertemuan para Instruktur Senam secara intensif selama 2 (dua) hari di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat pada bulan Juni 2014. Kegiatan pembinaan Tim Paduan Suara pada tahun 2014 dilaksanakan dengan menjadwalkan pertemuan /latihan rutin 2 kali sebulan. Upacara Bendera yang dilaksanakan selama tahun 2014 sebanyak 8 (delapan) kali di lapangan upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-43 tahun 2014, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memeriahkan dan menggugah semangat para anggota KORPRI Kementerian Pertanian untuk selalu menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta selalu menepati janjinya sesuai dengan Panca Prasetya KORPRI. Peringatan HUT Ke-43 KORPRI mengangkat tema “Memperkokoh Jiwa Korps, Profesionalitas dan Integritas Aparatur Sipil Negara Sebagai Anggota KORPRI Guna Mendukung Kepemimpinan Nasional Menuju Bangsa Yang Maju, Sejahtera dan Bermanfaat”. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT KORPRI Ke-43 di Kementerian Pertanian adalah: Upacara Bendera; 2) Donor Darah; 3) Lomba Paduan Suara, 4) Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan (K-3); 5) Mengikuti Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP).
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 5. Pembinaan Mental Agama
 a) Penyelenggaraan Maulid Nabi Penyelenggaraan Maulid Nabi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, di Masjid Nurul Iman Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Pada acara tersebut telah dihadiri oleh anggota KORPRI (pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian), Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Lingkup Kementerian Pertanian, majelis taklim dan warga masyarakat umum disekitar Kantor Pusat Kementerian Pertanian sekitar 400 orang peserta.
 b) Penyelenggaraan Isra’ Mi’raj Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014, di Masjid Nurul Iman Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dihadiri oleh anggota KORPRI (pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian), Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Lingkup Kementerian Pertanian, majelis taklim dan warga masyarakat umum disekitar Kantor Pusat Kementerian Pertanian dengan jumlah yang hadir sebanyak 400 orang peserta.
 c) Nuzulul Qur’an Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, di Masjid Nurul Iman Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dihadiri oleh anggota KORPRI (pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian), Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Lingkup Kementerian Pertanian, majelis taklim dan warga masyarakat umum disekitar Kantor Pusat Kementerian Pertanian.
 d) Halal Bihalal 1435 H Dilaksanakan pada hari Senin, 4 Agustus 2014, di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dihadiri oleh anggota KORPRI (pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian), Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Lingkup Kementerian Pertanian, serta para Undangan lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 2000 pegawai kementerian Pertanian.
 e) Tahun Baru Islam/Hijriah Penyelenggaraan Tahun Baru Islam dilaksanakan pada hari pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 bertempat di Masjid Nurul Iman, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Pada acara tersebut telah dihadiri oleh anggota KORPRI (pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian), Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Lingkup Kementerian Pertanian, majelis taklim dan warga masyarakat umum

Page 59
						

Bab IV. Upaya yang telah dilaksanakan dan Hasil yang dicapai
 Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014
 50
 disekitar Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta.
 f) Hari Raya Nyepi
 Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 di Pura Agung Giri Kusuma, Bogor, Komplek IPB Baranangsiang 4 Cimapar, Bogor. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan sambung-rasa/reuni bagi para Purnabakti dan seluruh pegawai beserta keluarga. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta
 g) Hari Raya Paskah Dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, bertempat di Auditorium Gedung F kantor Pusat kementerian Pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 250 orang jemaah yang terdiri dari karyawan, karyawati dan keluarganya umat kristiani yang berasal dari seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta para wredatama umat kristiani Kementerian Pertanian.
 h) Pemberangkatan Jamaah Umroh Ibadah Umroh ini diperuntukkan bagi anggota KORPRI Kementerian Pertanian khususnya golongan 1 dan 2, dilaksanakan pada tanggal 6 – 11 Juni 2014, diikuti oleh 5 (lima) orang pegawai golongan 1 dan 2
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 i) Walimatussafar Jamaah Haji Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2015, di Masjid Nurul Iman, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, sekaligus dalam kegiatan pengajian rutin bulanan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertanian. Dihadiri oleh anggota KORPRI (pegawai Kantor Pusat Kementerian Pertanian), Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Lingkup Kementerian Pertanian, majelis taklim dan warga masyarakat umum disekitar Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta.
 j) Pengajian Bulanan Kerjasama dengan Dharma Wanita Pengajian rutin setiap bulan dilakukan bekerjasama dengan Dharma Wanita Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Nurul Iman, biasanya pada hari Selasa minggu ke tiga setiap bulannya, yaitu pada bulan yang tidak ada besar Islamnya. Tahun 2014 pengajian bulanan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementan, dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, April, Juni, September, Oktober dan Desember. Sedangkan bulan yang tidak disebutkan, kegiatannya adalah bersamaan dengan peringatan hari besar agama Islam yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pertanian.
 k) Partisipasi Kementerian Pertanian dalam MTQ KORPRI Tingkat Nasional Ke II di Aceh MTQ KORPRI Tingkat Nasional Ke II di Aceh, berlangsung dari tanggal 19 – 24 Agustus 2014. Peserta MTQ ini berasal dari Pemda Tkt Propinsi seluruh Indonesia dan beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah tingkat Pusat. Kementerian Pertanian mengirimkan 2 orang pegawai sebagai peserta lomba dibidang tilawah. Hasil yang diperoleh, Kementerian Pertanian menempati posisi ke 4/Juara Harapan I untuk kategori tilawah Puteri.
 l) Pra Natal Pelaksanaan ibadah Pra Natal bagi umat kristiani di lingkungan kantor pusat Kementerian Pertanian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 120 orang jemaah yang terdiri dari karyawan, karyawati dan keluarganya umat kristiani yang berasal dari seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian serta para wredatama umat kristiani Kementerian Pertanian.
 6. Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan
 Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Manajemen Usaha dan Kesejahteraan, dilaksanakan hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014. Kegiatan sosialisasi Manajemen Usaha dan Kesejahteraan dilaksanakan di Auditorium Gedung D Kanpus Kementerian Pertanian. Sebagai peserta adalah PNS Unit KORPRI eselon I terkait dan UPT yang menangani administrasi kepegawaian/pengelola KORPRI.
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 7. Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai
 Penyelenggaraan Sosialisasi TASPEN, BAPERTARUM dan perunahan ASKES menjadi BPJS Kesehatan dlaksanakan pada tanggal 6 Februari 2014, bertempat di Gedung F kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dengan adanya penyelenggaraan sosialisasi TASPEN, BAPERTARUM, perunahan ASKES menjadi BPJS Kesehatan, peserta semakin mendapatkan pemahaman tentang keberadaan dan fungsi serta penggunaan dan pemanfaatan TASPEN, BAPERTARUM dan perubahan ASKES menjadi BPJS Kesehatan.
 8. Forum Pembinaan Konsultasi Hukum
 Pelaksanaan Forum Pembinaan Konsultasi Hukum yang bertemakan “Pengembangan Kompetensi Anggota Forum Konsultasi Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada Anggota KORPRI Kementerian Pertanian” dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu Selasa, 2 Desember 2014. Kegiatan diselenggarakan di Auditorium Gedung D Kanpus Kementerian Pertanian. Dalam acara pembukaan kegiatan telah dihadiri dan diikuti oleh peserta sejumlah 100 orang dari Perwakilan Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
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 BAB V
 PENGELOLA ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 V.1. Keragaan Anggaran
 PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2014 pada awal tahun adalah sebesar Rp 19.884.800.000,-. Dalam perkembangannya, selama tahun 2014, telah terjadi 3 (tiga) kali revisi anggaran yang dilakukan baik merubah PAGU maupun tidak merubah PAGU anggaran. Revisi ke-1 dan ke-3 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pada akun belanja operasional dan non operasional. Kedua revisi ini tidak merubah total PAGU anggaran. Revisi ke-2 merupakan revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pada PAGU anggaran. Revisi ini terjadi sebagai akibat adanya kebijakan penghematan anggaran. Hingga akhir tahun anggaran, Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki PAGU sebesar Rp 18.274.869.000,-. Dibandingkan dengan PAGU anggaran tahun 2013 sebesar Rp 20.884.750.000,-. Terdapat penurunan sebesar Rp 2.609.881.000,- atau 12.5% terhadap PAGU anggaran tahun 2014 daripada PAGU tahun anggaran 2013. Rincian realisasi anggaran terhadap PAGU dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
 No Unit Kerja PAGU (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran (Rp)
 1 Bagian Organisasi 2.088.209.000,- 1.873.842.067,- 89.73 214.366.933,-
 2 Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi
 6.899.545.000,- 6.064.797.858,- 87.90 834.747.142,-
 3 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
 4.551.556.000,- 4.074.729.850,- 89.52 476.826.150,-
 4 Bagian Mutasi 3.001.576.000,- 2.478.540.718,- 82.57 523.035.282,-
 5 KORPRI 1.733.983.000,- 1.452.696.400,- 83.78 281.286.600,-
 TOTAL 18.274.869.000,- 15.944.606.893,- 87.25 2.330.262.107,-
 Rincian Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2014 Per Unit Kerja
 Grafik Penyerapan Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian TA. 2014
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 V.2. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur
 Jumlah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian per tanggal 31 Desember 2014 berjumlah 238 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut terdapat 49 orang pegawai yang dipekerjakan dan 40 orang pegawai yang diperbantukan pada instansi pemerintah lain sehingga total jumlah pegawai yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebanyak 149 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut, terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 23 orang, golongan III sebanyak 104 orang dan golongan IV sebanyak 22 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 32 orang, Diploma sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 57 orang, dan S2 sebanyak 38 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Bagian Organisasi sebanyak 15 orang, Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi sebanyak 25 orang. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebanyak 32 orang, Bagian Mutasi sebanyak 23 orang, Klinik Pratama sebanyak 43 orang, dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebanyak 11 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian seperti pada Lampiran 3.
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 BAB VI
 PENUTUP
 Laporan Tahunan Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014 disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan juga sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2014 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan strategis/ penting yang berhasil dilaksanakan dalam tahun pelaporan ini antara lain adalah 1) Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian sebesar 65.02 (BAIK). 2) Terbitnya Dokumen Penetapan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014. 3) Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian 9 (Sembilan) Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian dan 3 (Tiga) Jabatan Atase Peranian. 4) Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2014 untuk 690 Formasi Pegawai. Pelaksanaan kegiatan tahun 2014 merupakan capaian akhir dari rencana kinerja jangka menengah periode 2010 – 2014. Selama periode ini, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah banyak melakukan perubahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dalam rangka melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang telah digulirkan. Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka arah kebijakan kedepan yang akan dilakukan adalah pemantapan pelaksanaan beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Pemantapan yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi 1) Penataan kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian berbasis kinerja. 2) Penguatan kualitas ketatalaksanaan yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pertanian baik pusat maupun daerah. 3) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pertanian. 4) Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Dan 5) Pelayanan prima dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian. Pemantapan dari beberapa kegiatan strategis ini akan diiringi dengan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan dinamika perubahan peraturan – peraturan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mungkin terjadi pada periode kedepan.
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LAMPIRAN 1 Daftar Kegiatan Biro Tahun 2014
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1 2
 1 Penataan Organisasi Kementerian Pertanian
 2 Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian
 3 Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang
 Pertanian4 Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
 5 Penyusunan Pedoman/ Juklak/ Juknis Jabatan Fungsional
 6 Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat
 7 Forum Koordinasi Sekretariat Tim Penilai JF RIHP
 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian
 9 Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian
 1 Pembinaan, Evaluasi, dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 2 Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building
 3 Fasilitasi Penyusunan NSPK dan Tata Hubungan Kerja
 4 Fasilitasi Reformasi Birokrasi
 5 Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
 6 Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi dan
 Kepegawaian7 Koordinasi, Pembinaan, dan Pemantauan Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan
 Kepegawaian8 Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai
 9 Fasilitasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Jenderal
 10 Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 1 Pengelolaan Data PNS Kementerian Pertanian
 2 Penilaian Kompetensi PNS Lingkup Kementan
 3 Evaluasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
 4 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setjen Kementan
 5 Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
 6 Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai
 7 Fasilitasi Pengangkatan Pejabat Struktural dan PNS
 8 Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementan
 9 Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian
 10 Pembinaan SDM Aparatur Lingkup Setjen Kementan
 11 Penyusunan Standar Kompetensi PNS
 12 Perencanaan Kebutuhan Pegawai
 13 Pengembangan Pegawai
 14 Pelayanan Kesehatan Pegawai
 15 Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 16 Medical Check Up Pegawai Kementerian Pertanian
 1 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat
 2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional
 3 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun
 DAFTAR KEGIATAN
 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
 TAHUN ANGGARAN 2014
 No Unit Kerja/ Kegiatan
 BAGIAN ORGANISASI
 BAGIAN TATALAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI
 BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
 BAGIAN MUTASI
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1 2
 No Unit Kerja/ Kegiatan
 4 Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian
 5 Forum Komunikasi dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 6 Fasilitasi Sekretariat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 7 Temu Koordinasi Pengelola SAPK Lingkup Kementerian Pertanian
 8 Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 9 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru
 10 Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian
 1 Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bhakti
 2 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
 3 Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai
 4 Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai
 5 Pembinaan Mental Agama
 6 Pembinaan Pegawai Dalam Manajemen Usaha dan Kesejahteraan
 7 Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai
 8 Forum Pembinaan Konsultasi Hukum
 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KEMENTAN
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LAMPIRAN 2 Hasil Pengukuran IPNBK Kementan
 Tahun 2014
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LAMPIRAN 3 Keragaan Sumber Daya Manusia Biro
 Per 31 Desember 2014
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